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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui  bagaimana pembuktian 
kepemilikan hak atas tanah merupakan tanda 
bukti otentik dan bagaimana pengaturan hak 
atas tanah menurut UUPA No. 5 Tahun 1960.  
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pendaftaran 
tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam 
rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda 
kepemilikan hak milik (tanah milik), karena 
sertifikat tanah milik merupakan jaminan 
hukum, keperluan perekonomian sosial dan 
politik bagi pemegangnya, dengan mudah 
dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai 
pemegang hak milik secara otentik dibuktikan 
dengan data fisik dan data yuridis yang telah 
didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat 
sebagai surat tanda bukti hak milik dapat 
sebagai jaminan hak milik atas rumah susun, 
hak tanggungan, dan macam-macam sertifikat 
menurut objek pendaftaran tanah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan 
bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara (hak menguasai) bertujun 
untuk kemakmuran sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam 
masyarakat, negara hukum yang merdeka, 
berdaulat, adil dan makmur, pada 
pelaksanaannya dikuasakan kepada daerah-
daerah dan masyarakat adat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tertuang dalam berbagai hak atas tanah milik, 
dikelompokkan menjadi hak atas tanh milik 
yang bersifat tetap, hak tanah milik yang 
ditetapkan dengan undang-undang dan 
bertanah milik yang bersifat sementara. 
Kata kunci: Sertifikat, Hak atas tanah, alat bukti 
otentik. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat 
dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-
hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, 
hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua, 
hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. 
Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah 
hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau 
dikuasai secara langsung oleh seorang atau 
badan hukum yang mempunyai waktu lama 
dan dapat dipindahtangankan kepada orang 
lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat 
beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, 
yaitu: 
a. Hak Milik atas tanah (HM); 
b. Hak Guna Usaha (HGU); 
c. Hak Guna Bangunan (HGB); 
d. Hak Pakai (HP). 
Selain hak primer atas tanah di atas, 
terdapat pula hak atas tanah bersifat sekunder. 
Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat 
sekunder hak-hak atas tanah yang bersifat 
sementara. Dikatakan bersifat sementara 
karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu 
terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh 
orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai 
hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, 
yaitu; 
a. hak gadai; 
b. hak usaha bagi hasil; 
c. hak menumpang; 
d. hak menyewa atas tanah pertanian. 
Salah satu hak atas tanah yang termasuk 
dalam kategori bersifat prime adalah Hak Milik. 
Sebab hak milik merupakan hak primer yang 
paling utama, terkuat dan terpenuh, 
dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, 
seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hal ini sesuai 
ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang 
berbunyi sebagai berikut: “Hak milik adalah hak 
turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 
mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik 
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” 
Menurut A.P. Parlindungan, kata-kata 
terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk 
membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya, 
yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-
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hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak 
miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh). 
Begitu pentingnya hak milik, pemerintah 
memberikan perhatian yang sangat serius 
terhadap persoalan hak milik atas tanah 
tersebut.3 
Pemberian hak milik atas tanah, bukan saja 
diberikan kepada perseorangan, tetapi juga 
dapat diberikan kepada badan-badan hukum 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam memberikan landasan hukum 
yang terkuat kepada badan-badan hukum 
untuk mendapat hak milik atas tanah, 
Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 38 Tahun 
1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum 
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.4 
Pada prinsipnya hak milik merupakan hak 
terkuat, hak turun temurun, hak yang tidak 
dapat dibagi-bagi. 
Memperhatikan uraian latar belakang di 
atas, maka penulis mengkaji dan meneliti 
dengan seksama yang hasilnya dituangkan 
dalam bentuk Skripsi dengan judul “Sertifikat 
kepemilikan Hak Atas Tanah merupakan alat 
bukti otentik menurut UUPA No. 5 Tahun 
1960.” 
 
B. Perumusan Masalah  
1. Bagaimana pembuktian kepemilikan hak 
atas tanah merupakan tanda bukti otentik? 
2. Bagaimana pengaturan hak atas tanah 
menurut UUPA No. 5 Tahun 1960? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelisan 
skripsi ini adalah menggunakan pendekatan 
yuridis normatif atau tidak jarang disebut 
dengan pendekatan norma atau kaidah hukum.  
 
PEMBAHASAN 
A. Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah 
Merupakan Tanda Bukti Otentik. 
1. Pembuktian Sertifikat Sebagai Tanda Bukti 
Sah Otentik 
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang 
memuat tanda bukti hak atas tanah, yaitu:
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Pasal l9 UUPA 
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh 
Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
(2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat 1 
pasal ini meliputi: 
a. pengukuran, perpetaan, dan 
pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut;  
c. pcmberian surat-surat tanda bukti 
hak (garis bawah penulis), yang 
berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat.  
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan 
dengan mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial 
ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya menurut 
pertimbangan Menteri Agraria.5 
 
Pasal 23 UUPA 
(1) Hak Milik, demikian pula setiap 
peralihan, hapusnya, hak-hak lain harus 
didaftarkan menurut ketentuan yang 
dimaksud dalam Pasal 19. 
(2) Pendaftaran termaksud dalam Ayat 1 
merupakan alat penelitian yang kuat 
mengenai hapusnya hak milik serta 
sahnya peralihan dan pembebanan hak 
tersebut.6 
 
2.  Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
adalah untuk memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan kepada pemegang hak atas 
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 
hak yang bersangkutan. Untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum, 
kepada pemegang hak yang bersangkutan 
diberikan sertifikat hak atas tanah.7 
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Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan 
bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang 
diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian 
surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut 
nama surat tanda bukti hak atas tanah yang 
didaftar. 
Baru pada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan 
bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang 
didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan 
buku tanah dan surat ukur setelah dijahit 
menjadi satu bersama-sama dengan suatu 
kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh 
Menteri Agraria. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak, 
yang berupa sertifikat. Pengertian sertifikat 
menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah surat 
tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 9 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas 
tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 
atas satuan rumah susun dan hak tanggungan 
yang masing-masing sudah dibukukan dalam 
buku tanah yang bersangkutan.8 
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan 
pejabat yang menandatangani sertifikat, 
adalah: 
a. Dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik, sertifikat ditandatangani oleh 
Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik 
yang bersifat individual (perseorangan), 
sertifikat ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik 
yang bersifat masal, sertifikat 
ditandatangani oleh Kepala Seksi 
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas 
nama Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
 
3.  Sertifikat dalam Peraturan Perundang-
undangan Pertanahan 
Peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pertanahan selain dalam 
UUPA dimuat ketentuan sertifikat sebagai 
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tanda bukti hak, yaitu: 
Pasal 1 Angka 20 
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA untuk hak atas tanah, pengelolaan, tanah 
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan 
hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang 
bcrsangkutan.9 
Pasal 4 
(1) Untuk memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada 
pemegang hak yang bersangkutan 
diberikan Sertifikat Hak Atas Tanah. 
(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, data fisik dan data yuridis dari 
bidang tanah dan satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar terbuka untuk 
umum. 
(3) Untuk mencapai tertib administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c, setiap bidang tanah dan satuan ru-
mah susun termasuk peralihan, 
pembebanan, dan hapus-nya hak atas 
bidang tanah dan hak milik atas satuan 
rumah susun wajib didaftar.10 
Pasal 31 
(1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan 
pihak yang bersangkutan sesuai dengan 
data fisik dan data yuridis yang telah 
terdaftar dalam buku tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1). 
(2) Jika di dalam buku tanah terdaftar catatan 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 
Ayat (1) huruf b yang menyangkut data 
yuridis, atau catatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf c, 
d, dan e yang menyangkut data fisik 
maupun data yuridis penerbitan sertifikat 
ditangguhkan sampai catatan yang 
bersangkutan dihapus. 
(3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada 
pihak yang namanya tercantum dalam 
buku tanah yang bersangkutan sebagai 
pemegang hak atau kepada pihak lain yang 
dikuasakan olehnya. 
(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun kepunyaan 
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bersama beberapa orang atau badan hu-
kum diterbitkan satu sertifikat, yang 
diterimakan kepada salah satu pemegang 
hak bersama atas penunjukan tertulis para 
pemegang hak bersama yang lain. 
(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun kepunyaan 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak 
jumlah pemegang hak bersama untuk 
diberikan kepada tiap pemegang bersama 
yang bersangkutan, yang memuat nama 
serta besarnya bagian masing-masing dari 
hak bersama tersebut.11 
Pasal 32 
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak 
yang berbentuk sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data-data fisik dan 
yuridis yang termuat di dalamnya, 
sepanjang dan data fisik dan yuridis 
tersebut sesuai dengan data yang ada 
dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. 
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah 
diterbitkan suatu sertifikat secara sah atas 
nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad 
baik dan secara nyata menguasainya, 
maka pihak lain yang merasa mempunyai 
hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut 
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun 
sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak 
mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertifikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan 
ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
pengadilan mengenai penguasaan tanah 
atau penerbitan sertifikat tersebut.12 
 
B. Pengaturan Hak Atas Tanah Menurut UUPA 
No. 5 Tahun 1960 
1. Pengaturan Hak Atas Tanah 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, atau 
lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang 
Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa 
“Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945, bumi,air, ruang 
angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
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terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”13 
Penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya oleh negara dikenal dengan sebutan 
Hak Menguasai Negara. Pasal (2) UUPA 
menetapkan bahwa hak menguasai negara 
memberi wewenang untuk: 
a. mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan, 
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang 
angkasa; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
dan 
c. menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.14 
Tujuan hak menguasai negara atas bumi, air, 
ruang angkasa adalah untuk mencapai sebesar-
besar kemakmuran rakyat dalam arti 
kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan 
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 
Hak menguasai negara atas bumi, air, dan 
ruang angkasa dalam pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra 
(pemerintah daerah) dan masyarakat-
masyarakat hukum adat sekedar diperlukan 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional, menurut ketentuan-ketentuan 
peraturan pemerintah. 
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah 
diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yaitu : 
“Atas dasar hak menguasai dari negara 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama 
dengan orang-orang lain serta badan-badan 
hukum.”15 
Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak 
atas tanah ber-sumber dari hak menguasai 
negara atas tanah. Hak atas tanah dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh 
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 Pasal 4 ayat (1) UUPA 
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perseorangan, baik warga negara Indonesia 
atau orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia, sekelompok orang secara bersama-
sama, dan badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 
di Indonesia atau badan hukum asing yang 
mempunyai perwakilan di Indonesia, badan 
hukum privat atau badan-badan hukum publik. 
Wewenang dalam hak atas tanah dimuat 
dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA, yaitu: “Hak-hak 
atas tanah yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal 
ini memberi wewenang untuk menggunakan 
tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 
bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya 
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan 
tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain 
yang lebih tinggi,” wewenang dalam hak atas 
tanah berupa menggunakan tanah untuk 
keperluan mendirikan bangunan atau bukan 
bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya 
penggunaan ruang bawah tanah, diambil sum-
ber airnya, penggunaan ruang di atas tanah.  
Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak 
yang memberi wewenang kepada yang 
mempunyai hak untuk menggunakan atau 
pengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 
Kata “menggunakan”16 mengandung 
pengertian bahwa hak atas tanah digunakan 
untuk kepentingan mendirikan bangunan, 
misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. 
Kata “mengambil manfaat” mengandung 
pengertian bahwa hak atas tanah digunakan 
untuk kepentingan bukan mendirikan 
bangunan, misalnya untuk kepentingan 
pertanian, perikanan, peternakan, pcrkebunan. 
Menurut Soedikno Mertokusumo, 
wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak 
atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 
yaitu: 
1.  Wewenang umum 
Wewenang yang bersifat umum, yaitu 
pemegang hak atas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan 
tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, 
dan ruang yang ada di atasnya sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas 
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 Op Cit 
menurut Undang-undang No. 5 Tahun 
1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang lebih tinggi. 
2. Wewenang khusus. 
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu 
pemegang hak atas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan 
tanahnya sesuai dengan macam hak atas 
tanahnya, misalnya wewenang pada ta-
nah Hak Milik adalah dapat untuk 
kepentingan pertanian dan atau 
mendirikan bangunan, wewenang pada 
tanah Hak Guna Bangunan adalah 
menggunakan tanah hanya untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan 
atas tanah yang bukan miliknya, 
wewenang pada tanah Hak Guna Usaha 
adalah menggunakan hanya untuk 
kepentingan usaha di bidang pertanian, 
perikanan, peternakan, dan 
perkebunan.17 
Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam 
Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan dalam Pasal 
16 ayat (1) UUPA, yaitu: 
a. Hak Milik; 
b. Hak Guna Usaha; 
c. Hak Guna Bangunan; 
d. Hak Pakai; 
e. Hak Sewa untuk Bangunan; 
f. Hak Membuka Tanah; 
g. Hak Memungut Hasil Hutan. 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam 
hak-hak tersebut di atas tanah yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang, serta 
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai 
yang disebutkan dalam Pasal 53.18 
Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara 
disebutkan macam-nya dalam Pasal 53 UUPA, 
yaitu: 
a. Hak Gadai; 
b. Hak Usaha Bagi Hasil; 
c. Hak Menumpang; 
d. Hak Sewa Tanah Pertanian.19 
Peraturan perundang-undangan yang di 
dalamnya mengatur hak atas” tanah, antara 
lain, yaitu: 
a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
                                                          
17
 Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, 
Jakarta, hal. 83 
18
 Pasal 16 ayat (1) UUPA 
19
 Pasal 53 UUPA 
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b. Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 
tentang Rumah Susun. 
c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
benda yang Berkaitan dengan Tanah. 
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 
tentang Rumah Susun. 
e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; 
f. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 
tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal 
atau Hunian oleh Orang Asing yang 
Berkedudukan di Indonesia. 
g. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. 
h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 
j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 
Hak Pengelolaan. 
 
2. Ketentuan-ketentuan dalam Hak Atas Tanah 
Macam-macam hak atas tanah yang 
disebutkan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA 
dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: 
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap. 
Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap 
ada atau berlaku selama UUPA masih 
berlaku atau belum dicabut dengan 
undang-undang yang baru. 
Macam hak atas tanah ini adalah Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk 
Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan 
Hak Memungut Hasil Hutan. 
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang. 
Yaitu hak atas tanah yang akan lahir 
kemudian yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang. Macam hak atas tanah 
ini belum ada. 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara. 
Yaitu hak atas tanah yang sifatnya 
sementara, dalam waktu yang singkat 
akan dihapuskan dikarenakan 
mengandung sifat-sifat pemerasan, 
mengandung sifat feodal, dan 
bertentangan dengan jiwa UUPA.20 
Macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai, 
Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan 
Hak Sewa Tanah Pertanian. 
Berkaitan dengan lahirnya hak atas tanah 
yang tidak dapat di masukkan ke dalam hak 
atas tanah yang bersifat tetap maupun hak atas 
tanah yang bersifat sementara, Eman Ramelan 
menyatakan bahwa pembentuk UUPA 
menyadari bahwa dalam perkembangannya 
nanti akan sangat dimungkinkan timbulnya hak 
atas tanah yang baru sebagai konsekuensi dari 
adanya perkembangan masyarakat, hanya saja 
pengaturannya harus dalam bentuk undang-
undang.21 
Sistem dalam UUPA menentukan bahwa 
macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya 
masih terbuka peluang adanya penambahan 
macam hak atas tanah selain yang ditentukan 
dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA dan Pasal 53 
UUPA. Hal ini dapat diketahui secara inplisit 
dari ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf h UUPA, 
yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang. 
Macam-macam hak atas tanah tersebut 
mempunyai sifat limitatif. Lahirnya hak atas 
tanah ini mensyaratkan harus diatur dengan 
Undang-undang. Pasal 16 Ayat (1) huruf h 
UUPA memberikan peluang akan lahir hak atas 
tanah yang ditetapkan dengan undang-undang. 
Pembentuk UUPA sudah mengantisipasi bahwa 
suatu saat kelak lahir hak atas tanah baru 
seiring dengan perkembangan masyarakat dan 
pembangunan.22 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahu 1997 
menetapkan bahwa hak atas tanah wajib 
didaftar. Kegiatan pendaftaran tanah untuk 
                                                          
20
 Op Cit, hal. 136 
21
 Eman Ramelan, “Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 
Tahun 1999”, Majalah YURIDIKA, Vol. 15 No. 3, Fakultas 
Hukum UNAIR Surabaya, 2000, hal. 194 
22
 Sutedi Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan 
Peralihannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 136 
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pertama kalinya melalui pendaftaran tanah 
secara sporadik dan pendaftaran tanah secara 
sistematik menghasilkan surat tanda bukti hak 
berupa sertifikat. Menurut Pasal 1 angka 20 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang 
dimaksud sertifikat adalah surat tanda bukti 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 
(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan. 
Sertifikat berisi data fisik dan data yuridis. 
Data fisik adalah keterangan mengenai letak, 
batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang didaftar, termasuk keterangan 
mengenai adanya bangunan atau bagian 
bangunan di atasnya. Data yuridis adalah ke-
terangan mengenai status hukum bidang tanah 
dan satuan rumah susun yang didaftar, 
pemegang haknya dan pihak lain serta beban 
beban lain yang membebaninya. Esensi 
sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda 
bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan 
buku tanah yang memuat data fisik dan data 





1. Pendaftaran tanah yang diadakan oleh 
pemerintah dalam rangka penerbitan 
sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak 
milik (tanah milik), karena sertifikat tanah 
milik merupakan jaminan hukum, 
keperluan perekonomian sosial dan politik 
bagi pemegangnya, dengan mudah dapat 
membuktikan bahwa dirinya sebagai 
pemegang hak milik secara otentik 
dibuktikan dengan data fisik dan data 
yuridis yang telah didaftarkan dalam buku 
tanah. Sertifikat sebagai surat tanda bukti 
hak milik dapat sebagai jaminan hak milik 
atas rumah susun, hak tanggungan, dan 
macam-macam sertifikat menurut objek 
pendaftaran tanah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan 
bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di 
                                                          
23
 Ibid 
dalamnya dikuasai oleh negara (hak 
menguasai) bertujun untuk kemakmuran 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan 
kemerdekaan dalam masyarakat, negara 
hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan 
makmur, pada pelaksanaannya dikuasakan 
kepada daerah-daerah dan masyarakat 
adat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku tertuang dalam 
berbagai hak atas tanah milik, 
dikelompokkan menjadi hak atas tanh milik 
yang bersifat tetap, hak tanah milik yang 
ditetapkan dengan undang-undang dan 
bertanah milik yang bersifat sementara. 
 
B. Saran 
1. Sangat diharapkan kepada masyarakat yang 
hendak mengsertifikatkan tanah milik baik 
yang berasal dari salah satu peralihan hak 
tanag milik hendaknya mendaftarkan tanah 
miliknya kepada Badan Pertanahan 
Kabupaten/Kota dimana warga masyarakat 
berdomisili. 
2. Diharapkan kepada pemerintah (Badan 
Pertanahan) dalam penerbitan sertifikat 
tanah milik, memperhatikan dengan 
cermat, lokasi tanah milik, pengukuran 
tanah milik, ini untuk menghindari 
terbitnya sertifikat ganda. 
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